ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 492 K/AG/2012TENTANG SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI DAN PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM by Noor Ramadhan, Aulia
 
 
15 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Penarikan Atau Pembatalan Hibah. 
1. Pengertian Hibah 
Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak 
lain yang dilakukan ketika masih hidup pelaksanaan pembagiannya 
biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya 
pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak 
keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya 
seseorang pemiih harta kekayaan berhak leluasa untuk memeberikan harta 
bendanya kepada siapa pun. 
1
 
Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu:  
a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah 
ketika hidupnya untuk memeberikan sesuatu barang dengan Cuma-
Cuma kepada penerima hibah; 
b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup; 
c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan 
akta notaris, maka hibah batal; 
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d. Hibah dantara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, 
kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang 
harganya tidak terlampau mahal.
2
 
a. Hibah Menurut Hukum Islam 
Pengertian hibah dalam hukum islam diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal 171 huruf g yang menyatakan hibah adalah 
pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
Hukum islam memeperbolehkan seseorang memberikan atau 
menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih 
hidup kepada orang lain disebut “ intervivos”.3 Hibah dalam Hukum 
Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah 
ditetapkan dengan tegas, bahwa “dalam Hukum Islam, pemberian berupa 
harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan 
suatu dokumen tertulis”. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-
bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka 
pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan
4
 
Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hiba
h                     menurut hukum Islam, yaitu: 
a. Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang 
memberikan. 
                                                             
2
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3
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b. Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah 
itu. 
c. Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang 
sembenarnya maupun secara simbolis.
5
  
Syarat-syarat untuk melakukan hibah menurut hukum Islam diatur 
dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : 
1. Orang tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun 
2. Harus berakal sehat 
3. Tidak ada paksaan 
4. Penghibahan sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) dari harta 
bendanya kepada orang lain atau lembaga 
5. Hibah diberikan dihadapan dua orang saksi 
6. Barang yang dihibahkan milik penghibah sendiri 
Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan 
menerima hibah, sehingga hibah dapat saja di berikan kepada siapapun, 
hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut: 
a. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras 
akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu 
yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu; 
b. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh 
saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal; 
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c. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.6 
b.  Hibah menurut Hukum Perdata 
Di dalam BW hibah diatur dalam titel X buku III yang dimulai dari 
pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah 
dirumuskan sebagai berikut:” Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si 
penghibah, pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak 
dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan di 
penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” 7 
Dari bunyi pasal 1666 KUHPdt mengenai hibah, terdapat kata-kata  
“tidak dapat ditarik kembali” ini  tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat 
ditari kembali berarti kembali oleh sipenghibah dengan tiada izin dari pihak 
lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan 
kemauan kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat (2) KUHPer).
8
  
Namun undang-undang memeberikan kemungkinan bagi si penghibah 
untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang 
telah diberikan kepada seseorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 
dan berupa tiga hal :  
1. Karena tidak di penuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah 
dilakukan; dengan “syarat” disisni dimaksudkan “beban”. 
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7
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2. Jika si penerima hibah telah di bersalah melakukan atau memebantu 
melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah , atau 
suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; 
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepaa si penghibah, setelah 
orang ini jatuh dalam kemiskinan.
9
 
Penghibahan hanyalah dapat meliputi barang-barang yang sudah ada. 
Jika, ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari maka 
sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUHPer). 
Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, 
bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, 
penghibahan mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai 
barang yang kedua adalah tidak sah.
10
 
Pasal 1668 KUHPer menentukan bahwa si pemberi hibah tidak boleh 
memperjanjikan bahwa ia tetap berhak untuk melakukan suatu tindakan 
hukum pemilikan atas barang yang termasuk dalam hibah. Janji yang diminta 
oleh si penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan 
barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut 
tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau 
memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya 
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bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelaslah bahwa 
janji seperti itu membuat penghibahannya batal.
11
 
Dalam Pasal 1669 KUHPer, menjelaskan bahwa pemberi hibah dapat 
memperjanjikan bahwa ia dapat tetap memiliki kenikmatan atau menikmati 
hasil- hasil dari benda-benda yang dihibahkan, baik atas benda-benda 
bergerak maupun yang tidak bergerak. Jika hak nikmat atau hak pakai hasil 
dalam suatu hibah dipertahankan, maka yang dihibahkan hanya bendanya, 
sedangkan hasil dari benda itu tidak termasuk dalam hibah.
12
 
Hibah merupakan suatu perjanjian sepihak, perjanjian mana yang 
membebankan prestasi hanya pada satu pihak saja. Dalam perjanjian terdapat 
syarat sahnya perjanjian, yang digunakan juga dalam penghibahan antara si 
pemberi hibah dan si penerima hibah. Suatu perjanjian adalah sah menurut 
hukum  apabila syarat-syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana yang 
terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt dipenuhi yaitu: 
1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya 
2. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum 
3. Suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal.
13
 
Keempat syarat diatas kemudian digolongkan menjadi dua jenis syarat, 
yakni syarat subjektif dan syarat objektif Syarat subjektif adalah syarat dari 
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subyek yang membuatnya yakni para pihak yang membuat perjanjian, 
sedangkan syarat obyektif yakni mengenai benda atau hal yang menjadi 
obyek perjanjian. Dengan mana ketentuan kedua syarat tersebut apabila tidak 
dipenuhi akan menjadi berbeda akibat hukumnya.
14
 
Syarat subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan 
dengan subyeknya dikelompokkan secara garis besar sebagai Kesepakatan 
dan Kecakapan Syarat objektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang 
berhubungan dengan objeknya dikelompokkan secara garis besar sebagai Hal 
tertentu dan Sebab yang halal. Perbedaan syatat-syarat sahnya perjanjian 
dalam dua kelompok ini digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu 
batal demi hukum atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan 
pembatalan. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang dari 
semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut. 
Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya adalah 
perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan 
pembatalannya dan bila pembatalan tidak dipenuhi perjanjian akan tetap 
berlaku
15
 
Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima 
hibah akan melunasi utang-utangnya atau beban-beban lain, selainnya yang 
dinyatakan dengan tegas didalam akta hibah sendiri atau didalam suatu daftar 
yang ditempelkan padanya (Pasal 1670 KUHPdt). Dari ketentuan ini dapat kita 
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lihat bahwa adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa si penerima 
hibah akan melunasi beberapa utang si penghibah, asalkan disebutkan dengan 
jelas utang-utang yang mana (kepada siapa dan berapa jumlahnya). Kalau tidak 
disebutkan dengan jelas, maka janji seperti itu akan membuat batal 
penghibahannya.
16
 
2. Bentuk Perjanjian Hibah 
Pasal 1682 KUHPdt menetapkan: Tiada suatu hibah, kecuali yang 
disebutkan disebutkan dalam pasal 1687 KUHPdt, dapat, atas ancaman batal, 
dilakukan selainnya dengan suatu akte notaris, yang aslinya disimpan oleh 
notaris itu. 
17
 Namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 pada tanggal 8 Oktober 1997 segala perbuatan hukum berkenaan 
dengan tanah harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh dan 
dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan dengan menggunakan formulir 
yang khusus untuk pembuatan akta perbuatan hukum itu.
18
  
Syarat-syarat hibah terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Yang 
dimaksud dengan syarat objektif adalah apa-apa saja yang boleh dihibahkan 
dan syarat subjektif adalah siapa yang boleh memberi hibah dan siapa yang 
tidak boleh menerima hibah dan keadaan-keadaan apa yang tidak 
memungkinkan diterimanya hibah.  
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Syarat objektif hibah diatur dalam Pasal 1667 KUHPdt yang menyatakan 
bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah sudah ada. 
Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka 
sekedar mengenai hibahnya adalah batal. Syarat subjektif hibah adalah tentang 
kecakapan para pihak dalam melakukan hibah. Para pihak dalam hal ini adalah 
pemberi hibah dan penerima hibah. Dilarang untuk memberikan hibah 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1677 KUHPdt yaitu orang-orang yang 
belum dewasa dimana tidak boleh menerima hibah, kecuali bila sudah menikah 
ataupun bisa juga dengan orang tuanya sebagai wali.
19
 
Tentang pelaksanaan hibah menurut Pasal 1686 KUHPer menyebutkan 
bahwa Hak Milik atas benda-benda yang termaksut dalam penghibahan, 
sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada 
si penerima hibah, selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut 
Pasal-Pasal 612, 613, 616 KUHPer dan selanjutnya.
20
. 
3. Penarikan kembali atau pembatalan hibah  
Penarikan kembali hibah atas adalah merupakan perbuatan yang 
diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau 
suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan 
atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.
21
 Suatu penghibahan tidak 
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dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal 
berikut:  
1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. 
Dalam hal yang ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada 
penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua 
beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh 
penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima 
hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. 
Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya 
terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak  bergerak yang telah 
dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.  
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut 
melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri 
penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh 
diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, 
dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima 
hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah 
diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan  dalam 
pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdata. 
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk 
memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan 
kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan 
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nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik 
kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.
22
 
Dalam hukum islam menegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik 
kembali dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas 
menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang 
tua kepada anaknya.  
Kebolehan menarik hibah dari anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai 
keadilan. Dalam hal pemberi hibah adalah orang tuanya dan penerima hibah 
adalah anaknya, maka menurut Kompilasi Hukum Islam hibah tersebut 
masih dapat dicabut. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak 
memberikan patokan secara jelas kapan hibah kepada anak dapat 
diperhitungkan sebagai warisan. 
a. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik 
Akta dapat juga disebut dengan tulisan. Akta adalah suatu tulisan yang 
memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu 
peristiwa dan ditanda tangani.
23
 
Menurut M.Abdurrachman suatu akta ialah : ”suatu surat yang 
memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti 
tentang suatu peristiwa”. 
Sedangkan R. Tresna mengatakan bahwa : “ Pada umumnya akta itu 
adalah suatu surat yang ditandatangani,memuat keterangan tentang 
kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau 
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 Subekti, 2010, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 27 
 
 
26 
 
sesuatu perjanjian.dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan 
mana diyatakan sesuatu perbuatan hukum.”24 
 Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, 
dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk 
keperluan siapa surat itu dibuat.
25
 
b. Pembagian Akta Berdasarkan Bentuknya 
Alat bukti berupa tulisan merupakan salah satu dari alat pembuktian, 
dan pembuktian ini dapat dilakukan dengan pembuktian dengan tulisan-
tulisan otentik atau tulisan-tulisan di bawah tangan Yang menjadi dasar 
hukumnya adalah Pasal 1867 KUHPerdata.  Pada dasarnya, akta dapat 
dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta dibawah tangan dan akta autentik.  
1. Akta Autentik 
Prof. Subekti berpendapat bahwa Akta Otentik adalah  suatu akta 
yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang  yang 
dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang 
berwenang untuk membuatnyadi tempat dimana akta itu dibuat.
26
 
Pengaturan mengenai akta otentik di Indonesia terdapat dalam 
Pasal 165 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement atau 
Reglement Indonesia yang diperbaharui) dan secara terperinci 
dalam Pasal 1867-Pasal 1894 buku ke-4 (empat) KUHPer: Pasal 
165 HIR: 
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 R. Tresna, 1993, Komentar HIR, Jakarta: Pranadnya Paramita  halaman 142. 
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 “Akta otentik yaitu suatu yang diperbuat secara demikian itu oleh 
atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, 
menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli 
warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya 
yaitu tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu dan juga 
tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, 
tetapi yang tersebut demikian itu hanya sekedar yang 
diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam 
akta itu.
27
 
Ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, yaitu:  
1. Akta harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seseorang pejabat umum 
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang.  
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus 
mempunyai kewenangan untuk membuat akta itu. 
Berdasarkan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo 
Pasal 16 ayat (8) Undang-undang Jabatan Notaris, bila salah satu syarat 
yang ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
itu tidak terpenuhi maka akta yang dibuatnya tidak otentik, hanya 
mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu 
ditandatangani oleh para penghadap. 
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 Ali Budiarto, 2004, Kompilasi Hukum Acara Perdata, Jakarta Pustaka  , Hlm 16 
 
 
28 
 
Syarat-syarat otentisitas atau syarat-syarat Verlijden akta adalah 
disusun, dibacakan dan ditandatangani. Syarat ini harus dilakukan, jika 
tidak akta tersebut tidak mempunyai kekuatan akta otentik (berubah 
fungsinya menjadi akta dibawah tangan). Jika penghadap tidak mampu/ 
tidak bisa/ berhalangan membubuhkan tandatangan, maka ada pengganti 
tanda tangan (surrogate), yaitu suatu keterangan dari para penghadap 
karena tidak dapat menandatangani aktanya.
28
 
2. Akta Bawah Tangan 
Suatu akta dibawah tangan ialah tiap akta yang tidak dibuat oleh 
atau dengan perantaraan seorang pejabat umum. Misalnya surat 
perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditanda 
tangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. 
Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak 
menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak 
menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka 
akta dibawah tangan itu memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang 
sama dengan suatu akta resmi. Akan tetapi jika tanda tangan itu 
disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut 
diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta 
tersebut.
29
 
Menurut ketentuan Pasal 1875 KUHPer sejak diakuinya tanda 
tangan, maka akta dibawah tangan memberikan pembuktian yang sama 
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dengan suatu akta otentik. Apabila tidak dapat dilakukan dengan tanda 
tangan, dapat juga dilakukan dengan cap jempol. 
3. Fungsi Akta Sebagai Alat Bukti 
Pada hukum acara perdata, akta merupakan alat bukti yang berbentuk 
tulisan dan merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat 
bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya, didalam 
hukum acara perdata ada lima macam alat bukti.
30
 Pasal 1866 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan lima macam alat bukti 
tersebut terdiri atas :  Bukti Tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, 
Pengakuan dan, Sumpah. 
Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda -
tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk 
menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai 
pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis di bagi dua yaitu surat yang 
merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta 
dibagi lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Sedangkan 
menurut pasal 1870 KUHPdt kekuatan pembuktian dari akta otentik adalah 
kekuatan pembuktian yang paling sempurna. 
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Mahkamah Agung 
1. Kekuasaan dan Wewenang Mahkamah Agung 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana 
diubah dengan  Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Mahkamah Agung adalah 
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebahaimana dimaksut dalam Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31
 Jadi Menurut Pasal 
Pasal 24 ayat 2 Undang-Undanng Dasar 1945 jo. Pasal 2 Undang-Undang No 4 
Tahun 2004, masih tetap memepertahankan Mahkamah Agung sebagai salah 
satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan Badan Peradilan 
yang ada di bawahnya , yang terdiri atas:  
4. Lingkungan peradilan umum 
5. Lingkungan peradilan Agama 
6. Lingkungan peradilan Militer  
7. Lingkungan Peradilan tata usaha32 
2. Kekuasaan dan Wewenang Mahkamah Agung 
Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) dikatakan: 
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap  Undang-
Undang-, dan memepunyai wewenang lainnyanya yang diberikan oleh 
Undang-Undang.
33
 
 Pada Penjelasan Umum angka 2 alenea pertama Undang-Undang No. 
14 Tahun 1985  Tentang Mahkamh Agung diperluas diskripsi kekuasaan 
dan kewenangan Mahkamah Agung dari apa yang disebut pada Pasal 28 
ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985  Tentang Mahkamh Agung. 
Penjelasan ini mengatakan, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuaaan 
kehakiman diberi kekuasaan dan kewenangan untuk:  
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1. Memeriksa dan memutus : 
a. Permohonan kasasi 
b. Sengketa kewenangan mengadili 
c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap:  
2. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun 
tidak kepada Lembaga Tinggi Negara; 
3. Memberi nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk 
pemberian atau penolakan grasi 
4. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang; 
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan undang-undang. 
Dari gambaran landasan hukum yang dikemukaan diatas, telah jelas 
adanya kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan 
memutus permohonanan kasasi dan peradilan tingkat kasasi dalam 
kedudukannya sebagai Pengadilan Negara Tertinngi terhadap semua 
Lingkungan Peradilan yang ada di bawahnya.
34
 
a. Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi 
Dijelaskan dua aspek yang berkenaan dengan pengertian dan tujuan 
pelaksanaan peradilan kasasi. Yaitu terdapat dalam pasal 11 ayat 2 huruf a 
Undang-undang  No. 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yaitu:  
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 Pertama, aspek yang berisi penegasan bahwa Mahkamah Agung 
mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi. Jadi, hanya 
memuat penjelasan tentang adanya sistem peradilan tingkat kasasi dan 
kewenangan yang dipunyai/dimiliki Mahkamah Agung. 
 Kedua, penegasan perkara yang dapat dikasasi adalah putusan yang 
diberikan /dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua 
Lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ( 
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradialn Militer, dan Peradilan Tata 
Usaha Negara).
35
 
b. Kekuasan Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili 
Mengenai lingkup kekuasaan Mahkamah Agung memutus senketa 
kewenangan mengadili diatur pada pasal 33 Undang-Undang No. 14 Tahun 
1985  Tentang Mahkamh Agung.  
1. Lingkup sengketa kewenangan Mengadili yang terjadi pada Badan 
Peradilan dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No. 14 
Tahun 1985  Tentang Mahkamh Agung yang dapat diklasifikasi:   
a. Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan di Lingkungan 
Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungaan peradilan 
yang lain yaitu sengketa kewenangan absolut atau sengketa yuridiksi 
absolut yang terjadi antar lingkungan peradilan yang ada di bawahnya 
dalam : 
1. Lingkungan peradilan umum 
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2. Lingkungan peradilan Agama 
3. Lingkungan peradilan Militer  
4. Lingkungan Peradilan tata usaha 
Masing-masing Lingkungan peradilan tersebut dilimpahi 
kewenangan mengadili secara absolut sehingga apa yang menjadi 
kewenangan satu lingkungan peradilan, mutlak menjadi yuridiksinya. 
Pengadilan Negeri dari lingkungan Peradilan Umum, tidak berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi yuridiksi Pengadilan 
Agama atau yang menjadi yuridiksi absolut Pengadilan Tata Usaha 
Negara.  
b. Sengketa antara Dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum 
Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari lingkungan peradilan 
yang sama. Yaitu menyangkut sengketa kompetensi atau jurisdiksi 
relatif antara dua Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dalam 
daerah hukum Pengadilan Tinggi atau daerah hukum Pengadilan 
Tingkat Banding yang berlainan, tetapi lingkungan peradilannya 
sama. 
c. Sengketa antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan 
peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan. 
Antara dua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding dalam 
Lingkungan Peradilan yang sama. Misalnya antara Pendadilan Tinngi 
Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Bandung/Jawa Barat. Atau antara 
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Pengadilan Tinggi Agama Semarang/Jawa Tengah dengan Pengadilan 
Tinggi Agama Surabaya/Jawa Timur.  
c. Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh 
Kekuatan Hukum Tetap. 
Pasal 385 Rv memperkenalkan atau mengatur sistem proses beracara 
disebut request civil. Mariane Termorshuizen
36
, mengatakan request civil atau 
rekes civiel sama dengan “peninjauan kembali “ kamus hukum, Edisi lengkap” 
menyatakan request civiel yang diatur dalam pasal 385 Rv adalah: “ 
permohonan mengulang perkara beralasan luar biasa”. 
2. Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yudex Yuris 
Mahkamah Agung adalah judex juris hanya memeriksa penerapan hukum 
dari suatu perkara,dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. Peradilan Kasasi 
dapat diartikan memecahkan atau membataalkan putusan atau penetapaan 
pengadilan-pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam 
penerapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman 
dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang 
di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.
37
 
1. Fungsi Peradilan Kasasi 
a. Mengoreksi Atau Memperbaiki Kesalahan Peradilan Bawahan.  
Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi bertanggung jawab 
untuk memperbaiki dan meluruskan pendapat hukum yang salah dan 
keliru yang dilakukan peradilan bawahan. Sebagai peradilan terakhir 
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dan tertinggi, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengoreksi dan 
memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang terdapat pada putusan 
yang lebih rendah. Kesalahan yang diperbaiki itu pada umumnya 
terdiri atas:  
 Kesalahan mengenai proses (procedural error) 
 Kesalahan mengenai fakta (factual error) 
 Kesalahan mengenai penerapan hukum (error in the application of 
law).
38
 
b. Berfungsi Meghindari Kesewenangan 
Fungsi kasasi yang lain, menghindari terjadinya kesewenangan 
terhadap anggota masyarakat yang timbul dari putusan pengadilan 
bawahan. 
Oleh karena itu putusan pengadilan bawahan akan 
menimbulakan kesewenangan kepada anggota masyarakat, maka 
Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berfungsi menghilangkan hal 
itu dari putusan tersebut. Putusan itu oleh peradilan kasasi di-riview  
atau diulang pemeriksaannya agar lahir dan terwujud putusan yang 
penerapan hukumnya sesuai dengan standart yang berlaku.
39
 
c. Menyelesaikan Kontroversi Ke Arah Standart Prinsip Keadilan Umum 
(General Justice Principle) Yang Objektif Dan Uniformitas. 
Suatu putusan pengadilan tidak hanya semata-mata bersifat 
imparsial (impartiality) yang terbebas dari cacat sebelah (partiality). 
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Putusan pengadilan juga harus bersih dari cacat kontroversi mulai dari 
aspek parsialitas sehingga putusan tersebut secara objektif bersifat 
imparsial dan uniformitas (uniformity) di seluruh negara Indonesia. 
d. Membantu Ketersedian Sumber Hukum Yang Bersifat Hukum Kasus 
(Case Law). 
Yaitu menyiapkan ketersedian sumber hukum yang bersifat dan 
berbentuk hukum kasus (case law). Tidak selamanya telah tersedia 
kodifikasi hukum positif berhadapan dengan penyelesaian suatu kasus. 
Atau rumusan ketentuan perundang-undangan yang hendak diterapkan 
memerlukan penafsiran, Mahkamah Agung bertindak sebagi penyedia 
putusan-putusan yng memiliki kualitas stare decisis  yang dijaikan 
landasan penyelesaian perkara oleh pengadilan untuk menjamin 
tegaknya kepastian hukum, tegaknya keseragaman hukum, dan 
tegaknya efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara  
2. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi 
Diatur pada pasal 40 ayat(1) UU MA yang menyatakan. MA 
memeriksa dan memutus perkara dengan majelis yakni sekurang-
kurangnya 3 orang hakim. 
a. Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, yaitu 
apabilamajelis yang memeriksa perkara itu berpendapat 
permohonan kasasi yang diajukan pemohon, tidak memenuhi 
syarat formil 
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b. Menolak permohonan kasasi, yaitu permohonan kasasi secara 
formil dapat diterima, namun alasan kasasi yang diajukan tidak 
memenuhi ketentuan pasal 30 ayat (1) UU MA 
c. Mengabulkan permohonan kasasi pada pasal 50 ayat(2) UU MA 
menegaskan, apabila MA menabulkan permohonan kasasi, harus 
dibarengi tindakan hukum lain 
1. Memebatalkan putusan judex facti yang dikasasi tersebut, 
2. Mengadili sendiri perkara yang dimaksut dengan jalan 
menyampingkan dan menyingkirkan putusan judex facti yang 
dibatalkan itu. 
40
 
Putusan MA atas sengketa kewenangan mengadili 
Sifat putusan MA dalam penyelesaian sengketa kewenangan 
mengadili dijelaskan pada pasal 33 UU MA pada ayat (1) 
memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa 
kewenangan mengadili, oleh karena itu, terhadap putusan 
tersebut, tertutup segala upaya hukum apapun. 
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim 
1. .Asas-Asas Putusan Hakim 
a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.  
  Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan 
pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi 
ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau 
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onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Hal ini ditegaskan 
dalam pasal 23 UU No 1970, sebagaimana di ubah dengan UU No 35 
Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No .4 Tahun 2004, 
yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat 
alasan–alasan dan dasar-dasar putusan mencantumkan pasal–pasal 
peraturan perundang–undangan tertentu yang bersangkutan dengan 
perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun 
yurisprudensi atau doktrin hukum.Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) 
HIR, hakim karena jabatanya atau secara exofficio, wajib mencukupkan 
segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara 
.Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No 14 Tahun 
1970, sebagaimana di ubah dengan UU No 35 Tahun 1999, dimuat dalam 
Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 memerintah hakim dalam 
kedudukan sebagai penegak hukum dan keadilan ,wajib menggali 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan hidup dalam 
masyarakat . Menurut pasal ini hakim berperan dan bertindak sebagai 
perumus dan penggali nilai –nilai yang hidup dikalangan masyarakat.41 
b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 
Asas kedua digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 
ayat (2) RGB dan pasal 50 Rv, putusan harus secara total dan 
menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang di 
ajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, 
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dan mengabaikan gugatan selebihnya, cara mengadili yang demikian 
bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Sehingga 
apabila dalam suatu perkara ada konvensi dan rekovensi hakim wajib 
untuk mengadili seluruhnya baik konvensi maupun rekonvensi.
42
 
c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 
Asas lain, digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 
ayat (3) RBG Dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan 
melebihi tunutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut 
“ultra petitum partium” hakim yang mengabulkan melebihi posita 
maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewengnya.
43
 Namun 
Hal ini dikoreksi oleh MA Melalui Putusan MA No 1001 K/Ship 1972 
yang menyatakan bahwa pengadilan negeri boleh memberi putusan 
melebihi yang diminta dalam hal ada hubungan erat satu sama lainnya, 
dalam hal ini pasal 178 (3) HIR tidak berlaku mutlak, sebab hakim dalam 
menjalankan tugasnya haus aktif agar memberikan keputusan yang 
benar-benar menyelesaikan perkara. Hal tersebut juga dijustifikasi oleh 
MA dengan putusannya No.556/K/SIP/1971 yang memperbolehkan 
hakim memetus lebih dari yang digugatkan tetapi masih sesuai dengan 
kejadian materiil.
44
 
d. Diucapkan Dimuka Umum  
Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif Persidangan 
dan putusan di ucapkan dalam sidang penadilan yang terbuka utuk 
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umum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial 
menurut asas fair trial berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai 
akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai 
dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian 
dari asas fair trial. Dalam literatur disebut the open justice principle 
.tujuan utamanya untuk menjamimn proses peradilan terhindar dari 
perbuatan tercela ( misbehavior)dari pejabat peradilan. Melalui prinsip 
terbuka umum, dianggap memiliki efec pencegahan (deterrent effect) 
terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (partial )atau 
diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal sejak awal sampai 
putusan dijatuhkan dilihat dan didengar publik.hal ini membuat hakim 
lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (eror) dan penyalagunaan 
wewenang pada satu segi dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu 
pada sisi lain.
45
 
2. Susunan dan Isi Putusan Hakim 
Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang 
bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanyalah tentang apa yang harus  
dimuat didalam putusan diatur dalam pasal 183, 184, 187 HIR. Suatu 
putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1. Kepala putusan, 2. Identitas 
para pihak, 3. Pertimbangan, 4. Amar.
46
 
Adapun  susunan dan isi dari putusan hakim/putusan pengadilan 
adalah sebagai berikut : 
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1. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA ” 
2. Identitas Para Pihak yang berisi Nama, Alamat, Umur, Pekerjaan, dan 
Nama Kuasa Hukumnya. 
3. Pertimbangan/Konsideran sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim 
kepada Tuhan, Para Pihak, Pengadilan yang Lebih Tinggi, dan 
Masyarakat. Pertimbangan/Konsideran merupakan dasar dari putusan 
yang terdiri dari :  
a) Pertimbangan duduknya perkara/peristiwa yang merupakan bahan 
bagi hakim dari proses replik duplik, pembuktian dan hasil dari 
pertimbangan alat bukti atas dasar kekuatan pembuktian dari masing-
masing alat bukti, fakta yang terjadi dimuka pengadilan, dan 
kesimpulan para pihak. 
b) Pertimbangan hukumnya, dalam memberi pertimbangan hukum yang 
belum diatur oleh peraturan perundang-undangan atau hukum yang 
ada menurut hakim tidak sesuai/tidak adil maka dalam hukum acara 
perdata hakim diperbolehkan melakukan penemuan hukum (Recht 
Vinding) dan penghalusan hukum (Recht Vorvigning). 
4. Amar/Diktum yang merupakan jawaban terhadap petitum dari gugatan. 
Ada 2 bagian dalam Diktum: 
a) Deklaratif yang merupakan penetapan pada hubungan hukum yang 
menjadi sengketa 
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b) Dispositif yang memberikan hukuman yakni menolak/mengabulkan 
gugatan.
 47
 
3. Kekuatan Putusan Hakim 
Mengenai kekuatan putusan hakim dalam hukum acara perdata terdapat 
tiga macam kekuatan putusan hakim, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan 
pembuktian, kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dijalankan.
48
 
1. Kekuatan mengikat  
Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya kepada 
pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga kepada pihak lain, khususnya 
yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan objek perkara. Putusan pengadilan dipandang sebagai 
akta authentik, karena itu secara umum memiliki pembuktuan yang 
sempurna dan mengikat. 
2. Kekuatan pembuktian  
Putusan pengadilan merupakan akte authntik yang dibuat secara 
tertulis yang dibuat dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan. 
Oleh karenanya putusan pengadilan memiliki kekuatan untuk 
membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-
pihak yang berperkara. 
3. Kekuatan eksekuturial 
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Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki 
kekuatan eksekuturial, yaitu kekuatan utuuk dilaksanakan, baik secara 
sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan apabila pihak 
yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara 
sukarela.
49
 
4. Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim 
Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan , 
mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat hakim dalam 
menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang 
saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan 
lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat. 
Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain hukum adat 
dan hukum tidak tertulis. Hakim bertugas sebagai penggalinya dan 
merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian 
dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah 
satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. 
Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan 
setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. 
Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum 
dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap 
pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga .  
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Pemaknaan kepastian hukum oleh penganut Legal Positivism adalah  
kepastian yang dilahirkan berdasarkan bunyi dari teks undang-undang . 
Teks undang-undang dipandang sebagai patronase tunggal untuk 
mengukur suatu keadaan, kejadian, atau ketetapan sebagai mengandung 
kepastian hukum.
50
 
Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu 
dikaitkan dengan hukum. Mertokusumo menjelaskan, kepastian hukum 
merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, 
yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 
diharapkan dalam keadaan tertentu.
51
 
Idealnya,dalam upaya menerapkan kepastian hukum putusan hakim 
harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian 
hukum sebagai berikut:pertama,melakukan solusi autoritatif , artinya 
memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para 
pihak (penggugat dan tergugat);kedua,efisiensi artinya dalam prosesnya 
harus cepat, sederhana, biaya ringan;ketiga,sesuai dengan tujuan undang-
undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim  tersebut 
;keempat,mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib 
dan rasa aman dalam masyarkat;kelima,mengandung eguality yaitu 
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memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.
52
 Idealnya 
suatu putusan telah memenuhi kepastian hukum dengan telah  memberikan 
jalan keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak dan 
putusan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
53
 
Sedangkan menurut M. Natsir Asnawi dalam bukunya Hermeneutika 
Putusan Hikim , kepastian hukum adalah kepastian tegaknya hukum di 
masyarakat. Hukum yang dimaksut disini adalah hukum yang memenuhi 
kriteria umum, yaitu: 
1. Ius Constituendum 
Ius Constituendum adalah hukum yang dicitakan oleh masyarakat. 
Hukum yang dicitakan merupakan hukum yang senantiasa hadir dalam 
idealitas masyarakat. Cita hukum tersebut terwujud dalam keinginan-
keinginan masyarakat akan suatu bentuk, struktur, dan tatanan hukum 
yang mampu menciptakan stabilitas di masyarakat. Hukum tersebut 
adalah hukum terbaik, hukum yang representatif, hukum yang 
kehendak bukan dari satu golongan semata. Hukum yang ideal adalah 
hukum yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 
Dengan demikian, sala satu karakter khas dari Ius Constituendum 
adalah responsitifitas terhadap keinginankeinginan masyarakat.  
2. ius constitutum 
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ius constitutum mencakup pengertian mengenai hukum yang 
dikodofikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karakter 
dasar dari ius constitutum adalah adanya peraturan dasar (rand norm) 
yang memayungi semua peraturan yang ada di bawahnya. ius 
constitutum ini merupakan hukum yang tertulis disuatu negara, atau 
sering disebut dengan jargon hukum positif.  Hukum yang telah di 
positifkan, secara de facto dan de jure merupakan hukum yang berlaku 
di negara tersebut, serta padanya melekat daya memaksa bagi setiap 
warga negara untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada tataran 
ini, ius constitutum belum secara penuh mempertimbangkan apakah 
hukum yang dipositifkan tersebut benar-benar mempresetasikan 
kenginagn-keingunan, aspirasi hukum, dan nilai-nilai yang hidup di 
masyarakat. Dengan demikian, masih terdapat ruang bagi kemungkinan 
adanya pertentangan antara hukum tersebut dengan kebutuhan serta 
keinginan masyarakat. 
3. Ius operatum 
Ius operatum, secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang 
berjalan atau dijalankan oleh masyarakat, termasuk juga para yuris . Ius 
operatum merupakan ukuran yang sederhana dan paling tepat untuk 
mengetahui apakah suatu hukum masih diterima atau masih berfungsi 
di suatu masyarkat. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak lagi 
dapat dijalankan, atau paling tidak telah ditinggalkan, maka dapat 
dipastikan bahwa hukum tersebut sudah daluarsa (out to date) sehingga 
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tidak dapat lagi memenuhi keinginan-keinginan di masyarakat. Ius 
operatum ini pula seringkali dijadikan dasar untuk melihat apakah suatu 
peraturan perundang-undangan benar-benar merupakam representatif 
dari “hukum” yang dicita-citakan oleh mayarakat. 
Berdasarkan ketiga kriteria tersebut , maka dapat dipahami makna 
kepastian hukum tidklah sesederhana selama ini. Hukum bukan hanya 
peraturan perundang-undangan semata, melainkan asas, norma, dan aturan 
yang dicita-citakan oleh masyarakat, dikodofikasi dalam perundang-
undangan, serta dijalankan sepuhnya oleh, baik aparat maupun masyarakat 
awam. 
 
 
 
 
 
